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KATA PENGANTAR

Assalammu alatkum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan
karunia-Nya sehingga penulis berhasil menyelesaikan buku riset yang
berjudul “Mendeteksi Kecurangan Pengadaan Barang dan Jasa melalui
Probity Audit”. Buku ini terdiri dari dua bagian. Bagian pertama pada
buku ini membahas mengenai probity audit pengadaan barang dan jasa
pemerintah daerah. Pada bagian kedua membahas mengenai deteksi
kecurangan pengadaan barang dan jasa melalui probity audit.

Proses pengadaan barang/jasa di Indonesia merupakan kegiatan
yang rawan dijadikan media untuk melakukan berbagai kecurangan.
Berbagai peraturan telah pemerintah upayakan untuk mengurangi korupsi
yang terjadi di kegiatan pengadaan barang/jasa. Upaya selanjutnya yang
dilakukan pemerintah dalam rangka mencegah terjadinya kecurangan
dilakukan dengan mengadopsi sebuah pendekatan audit yang dinamakan
probity audit. Probity audit telah lebih dahulu diterapkan di negara-negara
maju seperti di Eropa, Amerika, dan Australia. Buku ini membahas
mengenai bagaimana pelaksanaan probity audit dapat mendeteksi
kecurangan yang terjadi pada proses pengadaan barang dan jasa di
instansi pemerintah di Indonesia.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Jurusan Akuntansi Fakultas
Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia yang telah mendukung
dan membantu terbitnya buku ini. Semoga buku ini dapat dijadikan
sebagai referensi dan pengalaman pelaksanaan probity audit serta dapat
memberikan manfaat yang lebih luas lagi. Terakhir, saran dan kritik yang
membangun sangat diharapkan untuk perbaikan.

Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yogyakarta, 16 Oktober 2020
Penulis
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BAGIAN 1

PROBITY AUDIT PENGADAAN
BARANG DAN JASA PEMERINTAH
DAERAH

Konsep Probity Audit

Konsep probity audit muncul dari kata “probity” itu sendiri. Probity
didefinisikan sebagai terjemahan dari kejujuran dan integritas. Pengertian
probity audit didefinisikan oleh Independent Commission Against
Corruption (ICAC) (2005:8) sebagai, “the term probity means integrily,
uprightness and honesty”. Dengan kata lain, probity audit berarti sebuah
proses audit yang mengedepankan prinsip kejujuran dan integritas. Lebih
lanjut, Ng & Ryan (2001:69) mengartikan probity audit sebagai:

“independent reviews of privatizations, contracting out projects
(government procurement), and expressions of interest to ascertain
whether procedures followed are consistent with appropriate
regulations, guidelines, and best practice principles of openness
and transparency”.

Istilah probity audit sendiri digunakan dan dipraktikkan di Australia.
Sedangkan Probity audit di Amerika disebut dengan pre-award audit atau
disebut juga dengan contract audit Walker (2013) memaparkan tujuan
dilakukan probity audit diantaranya untuk memberikan masukan selama
proses pengadaan mengenai isu-isu probity, melakukan pantauan atau
audit ketaatan sesuai dengan kebijakan yang ada terhadap pihak
penyelenggara pengadaan dan rekanan maupun peserta lainnya dalam
proses pengadaan, dan memberikan kemudahan bagi seluruh peserta
yang terlibat dalam proses pengadaan untuk menyuarakan perhatiannya
berkaitan dengan isu-isu probity.

Konsep probity auditdi Indonesia tidak hanya ditujukan untuk audit
pengadaan barang/jasa saja. Peraturan Kepala BPKP mengenai Pedoman
Probity audit Pengadaan Barang/Jasa bagi APIP menegaskan bahwa
probity audit dapat dilakukan untuk mengawasi penyelenggaraan sektor
publik seperti proses pengadaan barang/jasa, penjualan aset, dan
pemberian sponsor/hibah. Probity audit di Indonesia dilakukan dengan
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mengikuti tahapan pada proses pengadaan barang/jasa, yang terdiri dari
tahap perencanaan pengadaan barang/jasa, persiapan pemilihan penyedia
barang/jasa, pemilihan penyedia barang/jasa, penandatanganan dan
pelaksanaan kontrak serta pemanfaatannya.
Kebutuhan untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa publik
dengan mengedepankan prinsip-prinsip probity sangat diperhatikan oleh
pemerintah Australia. Hal tersebut dilihat dari beberapa negara bagian dan
" departemen telah menerbitkan pedoman mengenai probity dalam
pengadaan barang/jasa publik oleh masing-masing departemen.
Pemeriksaan probity di Australia dapat dilakukan oleh probity
advisor atau probity auditor maupun keduanya. Government of South
Australia (2013) Probity advisor dan probity auditor memiliki peran yang
berbeda. Probity advisor berperan mengevaluasi dan memberikan
masukan terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa publik. Sedangkan
probity auditor berperan memberikan penilaian independen. ICAC (11-12,
1996) mengungkapkan peran probity auditor yaitu untuk melakukan
pemeriksaan atas suatu informasi dan proses, memberikan masukan dan
saran pada manajemen mengenai masalah probity yang mungkin timbul,
serta membuat dokumentasi dan pelaporan untuk organisasi.
Di Indonesia, pelaksanaan probity audit diatur dalam Perka BPKP
Nomor 362 Tahun 2012. Pada Perka BPKP tersebut telah dijelaskan bahwa
probity audit dilakukan sejak perencanaan hingga tahap pemanfaatan.
Berikut merupakan tahapan pengadaan barang/jasa yang harus diawasi
dalam pelaksanaan probity audit
1) Perencanaan pengadaan barang/jasa
2) Persiapan pemilihan penyedia barang/jasa
3) Pemilihan penyedia barang/jasa dengan pascakualifikasi
4) Pemilihan penyedia barang/jasa dengan prakualifikasi
5) Penandatanganan dan pelaksanaan kontrak jasa konsultansi badan
usaha serta pemanfaatannya

6) Penandatanganan dan pelaksanaan kontrak jasa konsultansi
perorangan serta pemanfaatannya.

7) Penandatanganan dan pelaksanaan kontrak konstruksi serta
pemanfaatannya. .

8) Penandatanganan dan pelaksanaan kontrak barang/jasa lainnya serta
pemanfaatannya.

Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia diatur datam sebuah Per-
aturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah. Peraturan tersebut telah mengalami empat kali perubahan
yaitu Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 yang selanjutnya diubah
menjadi Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, kemudian diubah men-
jadi Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014, dan disempurnakan kem-
bali dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015. Pengadaan
barang/jasa pemerintah menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun
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2010 adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementeri-
an/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi Lainnya yang proses-
nya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh
kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Kegiatan Pengadaan barang/jasa
mencakup dari proses perencanaan, pengadaan, hingga terjadi proses
serah terima barang/jasa tersebut ke pihak pengguna.

Proses pengadaan barang/jasa merupakan kegiatan yang
melibatkan unsur pihak swasta. Hal tersebut membuka kesempatan yang
bagi berbagai pihak untuk melakukan kecurangan selama proses
pengadaan barang/jasa tersebut. Sebuah penelitian dari perspektif tata
kelola yang baik (good governance) yang dilakukan oleh Organization for
Economic Cooperation and Development (OECD) (2007) menemukan
solusi untuk meningkatkan integritas dan untuk mencegah korupsi dalam
pengadaan barang/jasa. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk
meningkatan integritas (OECD, 2007), diantaranya: prosedur pengadaan
barang publik harus transparan dan mendorong adanya perlakuan yang
sama dan adil, sumber daya publik berkaitan dengan pengadaan barang
publik digunakan sesuai dengan kebutuhan, perilaku dan profesionalisme
pegawat pemerintahan yang bertugas dalam pengadaan harus sesuai
dengan tugas pelayanan publik, dan sistem pengadaan mendukung
pengambilan keputusan dalam pengadaan barang publik, memastikan
adanya akuntabilitas dan mendorong pengawasan publik.

Adapun upaya untuk meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas
(OECD, 2007) dapat dilakukan melalui adanya dokumentasi yang akurat,
audit dan pengawasan secara internal dan eksternal, menyediakan
mekanisme sanggahan atas keputusan yang diambil dalam proses peng-
adaan, serta adanya pakta integritas untuk memastikan proses pengadaan
dilakukan dengan transparan, akuntabel, dan mencegah korupsi.

Pelaksanaan Probity Audit oleh Inspektorat Daerah
Kabupaten/Kota

Penerapan Probity Audit di Inspektorat Kabupaten Rembang

Probity audit pengadaan barang/jasa oleh Inspektorat Kabupaten Rembang
pada tahun 2013. Inspektorat Kabupaten Rembang merupakan inspektorat
yang telah melaksanakan telah lebih awal melaksanakan probity audit
Probity audit dilaksanakan pada empat Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD), yaitu Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Rumah Sakit Umum Daerah
(RSUD) dr. R. Soetrasno, Dinas Kelautan dan Perikanan, dan Dinas Pendidikan.
Penelitian ini difokuskan pada probity audit pengadaan barang/jasa yang
dilakukan di DPU dan RSUD dr. R. Soetrasno karena Inspektorat telah
menyelesaikan beberapa tahapan probity audit untuk SKPD tersebut.
Penulis melakukan penelitian di Inspektorat Kabupaten Rembang
dengan melakukan wawancara mendalam (in-depth interview). Ber-
dasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap beberapa informan
yang ada di Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang, Dinas Pekerjaan
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Umum, dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Rembang, terdapat
beberapa simpul yang digambarkan pada Tabel 4.1 berikut.

Tabel 1. Simpul Penelitian

Tema Sub-tema 1 Sub-tema 2 Simpul
Persiapan Persiapan - Regulasi IR-2, A1-1, PR-1,
probity audit penerapan - Sosialisasi PR-2, PR-3, A2-

1,N3-2, N3-3,
~ N3-4,N1-2, N1-
3, N4-2, N4-3,
N2-2, N2-3
Persiapan - Penyusunan program audit IR-1, A1-3, PR-4,
pelaksanaan - Pemilihan auditee PR-5, PR-6, A2-
probity audit - Perencanaan SDM 2
Pelaksanaan Proses audit - Tahap perencanaan & A1-2,A2-3
probity audit persiapan PBJ

- Tahap pemilihan penyedia PBJ
- Tahap pelaksanaan kontrak

- Tahap Pemanfaatan
Kendala - Terbatasnya jumiah SDM IR-5, A1-12, A2-
pelaksanaan - Keterbatasan wakiu 4, N3-5, N3-13,
- Kurangnya anggaran N1-9, N1-4, Ni-
- Kompetensi SDM 5, N4-5, N24,
N2-5
Pelaporan Laporan Hasil - Temuan IR-6, A1-8, PR-8,
probily audit Pemeriksaan - Rekomendasi A2-6, N3-9, N1-
(LHP) - Tujuan LHP 6, N1-7, N4-7,
N4-8, N2-6
Probity audit Manfaat probity - Early waming system [R-7, A1-10, PR-
dalam mencegah  audit - Pengawasan 9, A2-8, N3-11,
& mendeteksi - Pendampingan N1-8, N4-9
kecurangan - Tertib administrasi
Probity audit - Dapat mencegah & mendeteksi  A1-11, PR-10,
dalam kecurangan A2-10, N3-12,
mencegah & - Tidak dapat mencegah & N1-11, N4-11,
mendeteksi mendeteksi kecurangan N2-8

kecurangan
Sumber.: diolah sendiri

Terdapat tiga tahap utama proses pelaksanaan probity audit yaitu
dari tahap persiapan audit, tahap pelaksanaan audit, dan tahap pelaporan
probily audit Pada simpul selanjutnya, yaitu mengenai identifikasi probity
audit dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan.

Probity audit dalam Mendeteksi Risiko Penyimpangan Pengadaan
Barang/Jasa

Penyimpangan pengadaan barang/jasa dapat terjadi dari berbagai macam
faktor baik dari sisi internal maupun eksternal panitia pengadaan. Adapun
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risiko penyimpangan pengadaan barang/jasa dapat meliputi penyim-
pangan secara administratif maupun penyimpangan dalam bentuk
kecurangan. Probity audit yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabu-
paten Rembang secara umum dapat meminimalisir risiko penyimpangan
secara administratif, melalui upaya pemeriksaan dokumen. Adapun
penyimpangan yang berupa kecurangan, belum dapat dideteksi secara
optimal.

Probity audit yang dilaksanakan secara tepat dapat mencegah dan
mendeteksi kecurangan pengadaan barang/jasa. Keberhasilan probity
audit oleh ICAC (24: 2005) salah satunya karena probity advisor benar-
benar telah terlibat dalam pengadaan barang/jasa publik tersebut dari
tahap awal proses pengadaan barang/jasa. “..probity advisers should be
appointed and engaged at an early stage...”. Jika hal tersebut diterapkan
maka probity audit akan memberikan pengaruh yang besar pada
pengambilan keputusan dalam pengadaan barang/jasa publik (ICAC, 2005).

Pelaksanaan probity audit oleh Inspektorat Kabupaten Rembang
belum dilaksanakan secara optimal diantaranya karena penunjukan auditor
dilaksanakan ketika telah berada pada tahap penayangan penyedia
barang/jasa bukan dari awal perencanaan pengadaan barang/jasa.
Pelaksanaan probity auditdi Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang juga
belum mempertimbangkan secara mendalam mengenai aspek kualitas dan
kuantitas hasil audit. Selain itu, dari keterangan yang didapatkan
terungkap bahwa probity audit dilaksanakan terbatas pada pemeriksaan
dokumen. Hal tersebut menjadikan probity audit belum dapat mencegah
dan mendeteksi kecurangan pengadaan barang/jasa secara optimal.

Meskipun demikian, probity audit secara real-time merupakan
upaya pengawasan yang lebih baik dari upaya sebelumnya yang hanya
dilakukan pengawasan setelah pengadaan barang/jasa selesai
dilaksanakan atau yang disebut dengan post-audit. Pengawasan yang baik
dapat mencegah peluang terjadinya kecurangan dari pihak internal
organisasi. Hal tersebut diungkapkan oleh Hillison (354:1999) ‘good
controls are an important means of limiting the opportunity for fraud..".

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesuksesan Pelaksanaan
Probity Audit Pengadaan Barang dan Jasa

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kesuksesan pelaksanaan
probity audittercermin melalui kemampuan yang dimiliki maupun kendala
yang dihadapi oleh Inspektorat Kabupaten Rembang. Dari sisi sumber daya
manusia (SDM), meskipun Inspektorat Kabupaten Rembang telah memiliki
auditor dengan jabatan sebagai auditor, akan tetapi terjadi kelebihan
muatan dari sisi beban kerja. Di dalam struktur Inspektorat Daerah
Kabupaten/Kota pelaksanaan fungsi Inspektorat dibagi menjadi dua fungsi
yaitu fungsi pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor dan fungsi
pengawasan yang dilakukan oleh pengawas. Probity audit seharusnya
dilaksanakan oleh personel yang memiliki jabatan dan kapasitas sebagai
auditor. Adapun jumlah auditor yang dimiliki oleh Inspektorat Daerah
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Kabupaten Rembang yaitu sejumlah tujuh orang. Auditor tersebut setiap
tahun telah memiliki beban kerja pemeriksaan. Sehingga apabila auditor
diminta untuk probity audit yang pelaksanaannya membutuhkan waktu
sepanjang tahun, maka hal tersebut akan menyebabkan kelebihan beban
tugas auditor.

Keterbatasan lain yang dihadapi yaitu mengenai kompetensi auditor
di bidang pengadaan barang/jasa. Berdasarkan Perka BPKP Nomor 362
Tahun 2012 mengenai kriteria ideal yang harus dimiliki oleh probity
auditor diantaranya yaitu memiliki pengetahuan dan kemampuan yang
berhubungan dengan proses pengadaan barang/jasa. tersebut dibuktikan
dehgan sertifikas. Keéemampuan mengenai pengadaan barang/jasa
dibuktikan dengan adanya sertifikasi pengadaan barang/jasa. Sertifikasi
pengadaan barang/jasa yang dimiliki oleh Inspektorat Daerah Kabupaten
Rembang seluruhnya yaitu 'lima orang yang tersebar dalam seluruh
struktur, sehingga tidak semua auditor memiliki sertifikasi pengadaan
barang/jasa. Adapun probity audit merupakan audit khusus yang dilakukan
pada proses pengadaan barang/jasa. Oleh karena itu, keterbatasan
pengetahuan dan pengalaman mengenai proses pengadaan barang/jasa
menjadi kelemahan dalam pelaksanaan probity audit.

Berdasarkan Perka BPKP Nomor 362 Tahun 2012 menyatakan bahwa
pelaksanaan probity audit dilakukan dari awal proses pengadaan
barang/jasa yaitu saat awal perencanaan pengadaan barang/jasa hingga
pada tahap pemanfaatan barang/jasa tersebut. Adapun pengadaan
barang/jasa pemerintah untuk tahun berjalan, perencanaannya
dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Selanjutnya untuk mengaudit
outcome atau pemanfaatan barang/jasa yang telah dibeli, membutuhkan
waktu satu tahun setelah penandatanganan lelang pengadaan barang/jasa.
Waktu pelaksanaan probity audit yang panjang, berdampak pada
penganggaran di Inspektorat Daerah. Pos untuk probity audit pada
Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang belum jelas, sehingga anggaran
untuk pelaksanaan probity audit diambil dari pos anggaran program
pemeriksaan kasus dan khusus yang anggarannya terbatas.

Simpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan sebelumnya, maka diperoleh
simpulan bahwa pelaksanaan probity audit oleh Inspektorat Kabupaten
Rembang terhadap Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Rembang dan
RSUD dr. R. Soetrasno pada tahun 2013 belum dilaksanakan secara optimal.
Hal ini disebabkan karena awal pelaksanaan probity audit dilaksanakan
pada saat proses pengadaan barang/jasa tengah berlangsung. Selain itu,
beberapa kendala yang dihadapi yaitu keterbatasan jumlah personel yang
memiliki jabatan sebagai auditor, terbatasnya waktu pelaksanaan yang
terfokus hanya pada satu tahun anggaran, kurangnya kompetensi auditor
mengenai proses pengadaan barang dan jasa, serta anggaran yang
terbatas. Selain itu, pelaksanaan probity audit pengadaan barang/jasa oleh
Inspektorat Kabupaten Rembang belum dapat mencegah dan mendeteksi
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kasus kecurangan pengadaan barang/jasa secara optimal Hal ini
disebabkan karena pelaksanaan probity audit hanya terbatas pada
pemeriksaan atas dokumen administrasi. Pelaksanaan probity auditbelum
mampu menjangkau hingga audit untuk efektifitas, ekonomi, dan efisiensi
pengadaan barang/jasa.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yaitu hanya fokus
pada pelaksanaan probity audit oleh Inspektorat Kabupaten Rembang
terhadap Dinas Pekerjaan Umum dan Rumah Sakit Daerah dr. R. Soetrasno
Kabupaten Rembang. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan
melakukan komparasi pelaksanaan probity audit pada inspektorat yang
berbeda. Selain itu, penelitian ini terbatas pada tahun 2013 yaitu pasca
diterbitkannya pedoman probity audit BPKP. Hal ini mengakibatkan
peneliti tidak mampu memperoleh gambaran yang lebih luas mengenai
dampak lanjutan dari pelaksanaan probity audit untuk mencegah dan
mendeteksi kecurangan pengadaan barang/jasa. Penelitian selanjutnya
diharapkan dapat melakukan analisis komparasi pelaksanaan probity audit
dalam beberapa tahun dan melakukan komparasi dengan instansi yang
tidak melaksanakan probity audit sehingga mendapatkan gambaran yang
lebih dalam mengenai efektivitas probity audit dalam mencegah dan
mendeteksi kecurangan pengadaan barang dan jasa.
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BAGIAN 2

DETEKSI KECURANGAN PENGADAAN
BARANG DAN JASA MELALUI PROBITY
AUDIT

Kecurangan pada Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan aktivitas yang sangat
penting dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Dengan tersedianya
barang dan jasa tentu akan mendukung optimalnya kinerja dari sebuah
instansi. Aturan tentang Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Pemerintah
termuat dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010
sebagaimana perubahannya yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang
mendefinisikan pengadaan barang/jasa sebagai kegiatan untuk memperoleh
barang/jasa oleh .Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja  Perangkat
Desa/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai
diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.

Dalam penyelenggaraannya, Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)
Pemerintah merupakan mekanisme belanja pemerintah yang memegang
peranan penting dalam pemanfaatan anggaran negara. Dimana setiap
tahunnya sekitar 40% dana yang berasal dari Anggaran Pemerintah Belanja
Negara (APBN) dan Anggaran Pemerintah Belanja Daerah (APBD)
dialokasikan untuk kepentingan ini (KPK, 2015). Dengan keterlibatan
penggunaan dana yang besar ini, tentu proses pengadaan barang dan jasa
menjadi area yang rentan terhadap tindakan penyelewengan. Berdasarkan
laporan tahunan KPK di tahun 2016 bahwa jika dilthat dari jenis korupsi yang
ditangani oleh KPK, kegiatan pengadaan barang jasa merupakan salah satu
dari 3 (tiga) area yang rentan terhadap tindak pidana korupsi di pemerintahan
daerah. Modusnya pun bisa bermacam-macam seperti proses pelaksanaan
yang tidak transparan, Mark-Up harga, salah spesifikasi dan pelaksana yang
dinilai tidak independen (KPK, 2016). Laporan tahunan KPK kemudian
diperkuat dengan data tindak pidana korupsi yang terjadi sepanjang tahun
2004-2017 yang jumlahnya ada 171 kasus yang berkaitan dengan tindak
pidana korupsi pengadaan barang jasa.
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Tabel 1. Data Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Perkara
Tahun 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Jumish

Pengadaaan barang/jasa 2 12 8 14 8 16 16 10 8 9 15 4 14 15 1M
Perijinan 0 0 5 1 3 1 0 0 0 3 5 1 1 2 2
Penyuapan 0 7 2 4 13 12 19 26 34 5 20 3B 79 93 36
Pungutan 0 0 7 2 3 0 0 0 0 1 6 1 1 0 2
Penyalahgunaanaggaran 0 0 5 3 10 8 S5 4 3 0 4 2 1 1 46
TPPU 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 5 1 3 5 22
Merintangi proses KPK 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 2 7

Jumizh 2 19 27 24 47 37 40 39 48 70 58 57 99 118 685

Sumber: KPK, 2017

Demikian halnya dengan hasil investigasi ICW (Indonesia Corruption
Watch) yang menemukan adanya peningkatan tren korupsi di sektor
pengadaan barang dan jasa bahwa jika pada tahun 2016 ada 195 kasus
korupsi terkait pengadaan yang ditangani oleh penegak hukum (KPK, Polri
dan Kejaksaan Agung), maka jumlah penanganannya meningkat pada tahun
2017 menjadi 241 kasus (kumparan NEWS).

Banyaknya kasus korupsi pengadaan barang jasa seperti korupsi
pengadaan helikopter Agusta Westland |0l yang terjadi pada tahun 2016
dengan nilai pengadaan sebesar 738 miliar dan menimbulkan potensi
kerugian negara sebesar 220 miliar (Fatmawati, 2017). Kemudian,
penyelewengan megaproyek KTP elektronik yang dianggarkan sebanyak 5,9
triliun, merugikan negara sebanyak hampir 2,3 triliun dan melibatkan banyak
pihak termasuk swasta maupun pemerintah (Nugroho, 2017). Kasus-kasus
serupa juga terjadi di Kota Tangerang Selatan. Adapun kasusnya terkait
dengan lambatnya pekerjaan pembangunan gedung Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) kota Tangerang Selatan yang belum juga terselesaikan
hingga kini Proyek pembangunan gedung tersebut dimulai sejak tahun 2015
dan telah menghabiskan dana sebesar 77 miliar yang dianggarkan dari dar.a
APBD (Hambali, 2017). Permasalahan lainnya seperti adanya indikasi
kongkalikong antar pihak penyedia pada proses lelang sebagaimana yang
terjadi pada beberapa paket pekerjaan penambahan ruang kelas yang
diinisiasi oleh Satuan Kerja (Satker) Dinas Bangunan dan Penataan Ruang
serta Kelompok Kerja (Pokja) pada ULP (Unit Layanan Pekerjaan) Kota
Tangerang Selatan (Peradilan, 2017). Pelanggaran lainnya juga timbul dalam
bentuk pengabaian terhadap pembatasan kemampuan paket, yang
dimenangkan dengan cara mengunggah dokumen penawaran palsu untuk
pembangunan saluran drainase oleh kelompok kerja dan pemenang tender
(Simanjuntak, 2017).

Berdasarkan berbagai kasus korupsi pengadaan barang jasa yang
marak terjadi, tentu menjadi catatan penting bagi sistem pengawasan
pemerintah  khususnya Inspektorat. Aturan pengawasan mengenai
penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa pemerintah telah secara
eksplisit diatur dalam Peraturan Presiden pasal 1 ayat 11 Nomor 54 Tahun
2010 tentang penunjukkan APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah)
sebagai aparat yang melakukan pengawasan atas penyelenggaran tugas dan
fungsi pemerintah yang dalam hal ini dimaksudkan untuk mengontrol proses
pengadaan barang jasa dari adanya penyalahgunaan wewenang atau tindak
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korupsi. Selanjutnya, untuk melengkapi prosedur pengawasan yang lebih
sempurna, BPKP sebagai badan yang melakukan pembinaan terhadap
inspektorat, pada tahun 2012 mengeluarkan aturan dengan Nomor: PER-
362/K/D4/2012 tentang Pedoman Probity Audit Pengadaan Barang dan Jasa
yang secara khusus ditujukan untuk membantu APIP dalam melakukan
pengawasan secara real time (real time audit) dan dijadikan sebagai upaya
untuk mendeteksi dan mencegah kemungkinan terjadinya penyelewengan.
Probity audit didefinisikan sebagai kegiatan penilaian (independen) untuk
memastikan bahwa proses penyelenggaraan kegiatan sektor publik telah
dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan prinsip penegakan integritas,
kebenaran, kejujuran dan memenuhi ketentuan perundangan-undangan
yang berlaku yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana
sektor publik (Primahadi dan Yudhanti, 2015).

Secara khusus, konsep Probity mencakup tentang bukti dari perilaku
etis terhadap pengadopsian dari prosedur untuk memastikan apakah proses
pengadaan telah dilakukan secara adil, transparan dan akuntabel. Probity
bertujuan untuk mempertahankan integritas sektor publik dengan
meminimalkan konflik dan permasalahan dengan cara menghindari praktik-
praktik yang tidak pantas. Dengan fondasinya yang merujuk pada nilai-nilai
akuntabilitas, kesetaraan, memperhatikan sifat kehati-hatian, adanya
keterbukaan serta didukung dengan niatan baik, sehingga setiap keputusan
yang dibuat oleh pemangku kepentingan telah benar-benar dilaksanakan
berdasarkan komitmen kehati-hatian, dengan kata lain bahwa setiap
keputusan yang disertai dengan risiko yang besar telah dijamin kebenarannya
(Government of South Australia, 2017).

Aturan mengenai probity audit merupakan aturan yang belum populer,
khususnya di Indonesia. Hal ini dapat diketahui dari masih sedikitnya
pengawas daerah yang telah menerapkan probity audit itu sendiri. Adapun
salah satu yang telah menerapkan aturan ini adalah Inspektorat Kota
Tangerang Selatan. Pengaplikasian probity audit pada Inspektorat Tangerang
Selatan baru dilakukan sejak tahun 2017 dengan join audit bersama BPKP
Perwakilan Banten pada paket 3 (tiga) paket pekerjaan yaitu paket Pedestrian
Saluran dan Jalan, Reservoir Pengendali Banjir dan Prasarana Sumber Daya
Air DAS Cisadane.

Adapun penelitian-penelitian yang berkaitan dengan penerapan
probity audit dalam pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa pemerintah
menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Seperti yang dikemukakan dalam
penelitian Mahfuroh (2016) menunjukkan bahwa pelaksanaan probity audit
oleh Inspektorat Kabupaten Rembang belum membuahkan hasil yang
optimal. Ketidakoptimalan tersebut diantaranya dipengaruhi oleh keter-
batasan jumlah personel, terbatasnya waktu pelaksanaan, kurangnya
kompetensi auditor, keterbatasan anggaran. Penelitian Diawati dan Nurhayati
(2017) menunjukkan bahwa implementasi probity audit pada di Inspektorat
Kabupaten Sleman menunjukkan hasil yang cukup baik tetapi belum
dilaksanakan dengan optimal. Penelitian lainnya, Primahadi dan Utami (2017)
menunjukkan bahwa penerapan probity audit pada Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan rakyat dinilai penting namun belum menjadi

Bagian 1 Probity audit pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah| 13



perhatian utama. Berdasarkan hasil penelitian-penelitian tersebut dan
kaitannya dengan banyaknya kasus korupsi pengadaan barang/jasa
pemerintah yang telah terjadi, maka penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui keefektifan pelaksanaan probity audit pengadaan barang/jasa di
Inspektorat Kota Tangerang Selatan dan manfaat probity audit sebagai
metode pendeteksian dan pencegahan fraud pengadaan barang/jasa.

Konsep Pencegahan Kecurangan Pengadaan Barang dan Jasa

Konsep pencegahan kecurangan pengadaan barang dan jasa yaitu
memfokuskan pada motif pelaku dalam melakukan kecurangan. Terdapat
beberapa teori yang mengemukakan mengenai motif kecurangan,
diantaranya yaitu fraud diamond. Fraud diamond merupakan pandangan
baru terhadap fenomena fraud yang diusulkan oleh Wolfe & Hermanson
(2004). Teori ini adalah bentuk pembaruan dari Teort Fraud Triangle oleh
Cressey (1950) yang menambahkan elemen kualitatif yang diyakini memiliki
hubungan signifikan dengan tindakan fraud. Jika dalam Teori Fraud Triangle
(Cressey, 1950) Tuanakotta (2010:207) menjelaskan bahwa terdapat elemen
yaitu Incentive/Pressure (tekanan), Opportunity (peluang), dan Rasionaliza-
tion (rasionalisasi), 3 elemen tersebut dalam Teori Fraud Diamond mengalami
penambahan elemen yaitu Capability/Capacity (kemampuan).

Oppertuntty

incontiveiProssisre Rationalization

Capaclty
Gambar 1. Elemen Fraud Diamond (Wolfe & Hermanson, 2004)

a. Incentive/Pressure (Tekanan)
Incentive atau tekanan dapat didefinisikan sebagai motif dari perilaku
seseorang untuk melakukan penyelewengan karena dipicu oleh adanya
dorongan yang dirasakan (Arles, 2014). Setiap pelaku harus menghadapi
beberapa jenis tekanan untuk dapat melakukan penipuan. Tekanan yang
dirasakan diartikan sebagai motivasi yang menuntun pelaku untuk terlibat
dalam perilaku yang tidak etis. Tekanan semacam ini dapat terjadi pada
semua pihak di semua tingkatan organisasi dan dapat terjadi karena
berbagai alasan (Ruankaew, 2016). Alasannya dapat berupa adanya
tekanan finansial, tekanan karena adanya dorongan dari kebiasaan yang
buruk dan tekanan yang berhubungan dengan pekerjaan (Wijayani, 2016).
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b. Opportunity (Peluang/Kesempatan)
Elemen Opportunity dalam kaitannya dengan fraud diartikan sebagai
suatu keadaan yang memungkinkan seseorang untuk dapat melakukan
tindakan yang tidak dibenarkan seperti tindakan penyelewengan (Arles,
2014). Peluang bisa terjadi karena dipengaruhi oleh lemahnya pengen-
dalian internal, pengawasan yang kurang terkontrol, atau karena posisi
yang strategis. Dengan memanfaatkan suatu kondisi atau posisi tertentu,
seseorang dapat dengan leluasa mengatur kepentingan orang banyak.

¢. Rationalization (Rasionalisasi)
Konsep rasionalisasi menunjukkan bahwa pelaku harus bisa merumuskan
beberapa bentuk rasionalisasi yang dapat diterima secara moral sebelum
terlibat dalam perilaku yang tidak etis (Abdullahi, Mansor & Nuhu, 2015).
Rasionalisasi memungkinkan penipu memandang tindakan ilegalnya
sebagai suatu tindakan yang dapat diterima. Alasan seperti tergoda untuk
melakukan fraud karena merasa rekan kerjanya juga melakukan hal yang
sama dan tidak menerima sanksi atas tindakan fraud tersebut bisa menjadi
pembenaran dari penyelewengan yang terjadi (Zulaikha & Hadiprajitno,
2016). Pada akhirnya, tindakan rasionalisasi ini hanya akan menghasilkan
pemakluman dari tindakan fraud yang telah terjadi, apalagi jika tindakan
fraud dilakukan secara terus-menerus.

d. Capacity/Capability (Kemampuan)
Capacity atau kapabilitas diartikan sebagai suatu kemampuan atau
kelebihan seseorang dalam memanfaatkan keadaan yang melingkupinya,
yang mana kemampuan ini lebih banyak diarahkan pada situasi untuk
mengelabui sistem pengendalian internal dengan tujuan untuk
melegalkan hal-hal yang sebenarnya dilarang dalam suatu organisasi
(Arles, 2014).

Kaitan antara teori Fraud Diamond dengan penelitian ini menekankan
pada motif untuk melakukan suatu tindakan, baik itu tindakan untuk tetap
patuh pada aturan seperti mengikuti SOP (Standar Operasional Prosedur)
yang ada atau sebaliknya, menyimpang dari jalur yang sebenarnya.
Implikasinya adalah tentang bagaimana pressure (tekanan) dapat memotivasi
seseorang untuk bertindak negatif, tekanan ini bisa berasal dari atasan seperti
adanya kewajiban upeti, menyetor sejumlah dana kepada pimpinan atau
instansi lain yang terkait sebagai balas jasa karena telah memperjuangkan
anggaran dari suatu proyek pekerjaan. Opportunity (kesempatan/peluang)
berkaitan dengan lemahnya pengendalian internal atau tidak berjalan
sebagaimana mestinya atau adanya hubungan internal antara penyedia
barang dan kontraktor sehingga menjadi celah bagi pelaku untuk merekayasa
pemenangan tender, memanipulasi harga, gratifikasi terkait perizinan,
ketidaksesuaian spesifikasi terhadap pengadaan barang jasa.

Rasionalisasi (rasionalization) pada proses pengadaan akan
berdampak pada pemikiran bahwa tindakan fraud yang dilakukan merupakan
tindakan yang sudah umum dilakukan oleh kebanyakan orang. Pelaksana
kegiatan secara rasional merasa bahwa tindakan penyelewengan pengadaan

Bagian 1 Probity audit pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah| 15



barang dan jasa adalah hal yang lumrah terjadi, seperti pembenaran bahwa
nilai yang dikorupsi masih dalam jumlah yang sedikit sehingga
kekurangannya tidak akan begitu jelas terlihat. Sementara untuk Capability
(kemampuan) berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk melihat celah
tentang kapan dan bagaimana pelaku dapat mengurangi spesifikasi dari
barang/jasa, penurunan kualitas pekerjaan atau bagaimana melakukan
tindakan persekongkolan dengan penyedia barang/jasa untuk suatu proyek
tertentu. Keempat elemen dari Fraud Diamond Theory tentu bisa menjadi
alasan mengapa pihak pelaksana pengadaan barang jasa dapat saja
melakukan tindakan fraud.

Pelaksanaan Probity Audit oleh Inspektorat Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang Jasa

Tahap Persiapan Probity Audit Pengadaan Barang/Jasa Inspektorat Kota
Tangerang Selatan

Berdasarkan Perka BPKP Nomor PER-362/K/D4/2012 Tahun 2012, tahap
persiapan probity audit terdiri dari beberapa proses, seperti proses
penyusunan tim audit, penyusunan Kerangka Kerja Audit (KKA), dan proses
pembicaraan dengan pihak auditee.

Aturan tersebut diatas juga tercermin pada proses yang dilakukan oleh
Inspektorat Kota Tangerang Selatan dalam tahap persiapan di tahun 2017.
Menurut salah satu informan yang menjelaskan bahwa penerapan probity
audit pada tahapan persiapan ini dimulai dengan penyusunan tim probity
audit yang pemilihannya menjadi kewenangan penuh dari inspektur,
disesuaikan dengan kemampuan dan kekhususan dari masing-masing orang.
Hal ini sebagaimana penuturan informan:

“berdasarkan pengalaman saya, pimpinan yang memilih langsung,
karna itu otoritas pimpinan yg melihat dan menugaskan. A3.

Setelah penyusunan tim, masuk pada proses penyusunan Kerangka
Kerja Audit (KKA) dan Penyusunan Kerja Audit (PKA). Pada proses ini tim
probity auditor khususnya ketua tim akan menyusun panduan kerja bagi tim
yang bersumber dari Peraturan Kepala BPKP (Perka BPKP) disesuaikan dengan
kebutuhan dari masing-masing paket pekerjaan. Hal ini berdasarkan
penuturan informan:

“Jadi ketua tim, tugas ketua tim membuat KKA. Dari Perka, ketua tim
akan memilih kira- kira kebutuhannya yang mana saja. jadi sesual
kebutuhannya.’A4

Setelah dua tahapan tersebut selesai, maka dilakukanlah pembicaraan
dengan pihak auditee terkait dengan hal-hal yang telah dituangkan
sebelumnya ke dalam KKA dan langkah-langkah penanggulangan apabila
ditemukan prosedur yang tidak sesuai.

Data tersebut menunjukkan bahwa proses probity audit di tahap
persiapan telah efektif bahwa kegiatan untuk tahap persiapan telah
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dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan yaitu sesuai
dengan Perka BPKP Nomor PER-362/K/D4/2012.

Tahap Pelaksanaan Probity Audit Pengadaan Barang/Jasa Inspektorat
Kota Tangerang Selatan

Pada tahapan ini, kegiatan yang dilakukan mengacu pada proses pengadaan
barang/jasa yaitu terdiri dari 5 (lima) tahap, yaitu 1) perencanzan pengadaan
barang/jasa, 2) persiapan pemilihan penyedia barang/jasa, 3) pemilihan
penyedia barang/jasa, 4) penandatangan dan pelaksanaan kontrak jasa
konsultasi serta 5) pemanfaatan hasil PBJ.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan ditemukan bahwa
pelaksanaan probity audit pada tahapan ini belum dilaksanakan secara
keseluruhan pada tahapan proses pengadaan barang/jasa. Pelaksanaan
probity audit di Inspektorat Kota Tangerang Selatan untuk tahun 2017 hanya
dilaksanakan pada tahap persiapan pemilihan penyedia hingga pada tahap
penandatanganan dan pelaksanaan kontrak. Artinya tahapan perencanaan
dan tahapan pemanfaatan hasil PBJ belum dilaksanakan. Hal ini dikarenakan
tahap perencanaan dan tahapan pemanfaatan hasil PBJ dibatasi oleh waktu
pelaksanaan kegiatan. Ini sesuai dengan penuturan dari ketua tim probity
yang menyatakan:

“Kalau probity ya pertahapan itu idealnya bu. Tapi yang Tangsel
laksanakan tahun kemarin itu, kalo tahap perencanaan kan susah
merabanya bu, karena itu ada di OPD. Dalam artian begini jangka
waktunya (tu, panjang sekali Harus melihat ke LPJMD. LPJ bulan
tahunan, kemudian OPD mengecek juga rencana kebutuhannya
seperti itu, mereka butuh waktu untuk mempersiapkan dokumen
Yyang dibutuhkan..."1A

Menurut ketua tim probity, tim probity pada tahapan perencanaan
harus dapat mengawal sejak dua atau tiga tahun sebelum pelaksanaan
pekerjaan dimulai. Sedangkan di tahapan tersebut khususnya untuk paket
pekerjaan yang melibatkan dokumen rinci seperti tersedianya dokumen
terkait dengan izin lingkungan, IMB (lzin Mendirikan Bangunan), DED (Detail
Engineering Design) yang harus sudah dilengkapi sebelum pelaksanaan tidak
ditindaklanjuti dengan cepat oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Selain itu, dalam mengawal pelaksanaan probity audit, juga terhambat
dengan banyaknya aktivitas pekerjaan yang harus dilakukan oleh tim diluar
dari perannya sebagai tim probity audit. Keadaan ini juga dipersulit dengan
kurangnya jumlah dan kemampuan personil dalam menyelesaikan proses
pelaksanaan probity audit.

Menurut peraturan Perka BPKP Nomor PER-362/K/D4/2012, penerapan
probity audit dapat dilakukan pada keseluruhan tahapan proses pengadaan
atau terhadap tahapan tertentu yang telah ditetapkan. Akan tetapi, probity
audit sebagai suatu proses pengawasan hendaknya dilakukan secara
menyeluruh sebagai suatu upaya sistematis dan terintegrasi, juga untuk
meningkatkan peran APIP pada proses audit pengadaan barang/jasa. Dengan
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terpenuhinya proses pengawasan yang dilakukan secara menyeluruh dan
sistematis, diharapkan dapat memberi gambaran keseluruhan tentang
perbandingan terhadap proses yang telah dilakukan dengan sasaran yang
ingin dicapai. Hal ini tentu berkaitan dengan efektivitas yang menunjukkan
keberhasilan dari pelaksanaan suatu kegiatan yang mana jika hasil kegiatan
semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi pula efektivitasnya (Siswadi,
2012).

Sasaran yang ingin dicapai dari adanya probity audit pada proses
pengadaan barang/jasa yaitu untuk memastikan bahwa seluruh ketentuan
telah diikuti dengan benar, jujur dan penuh integritas sehingga dapat
mencegah terjadinya penyelewengan. Akan tetapi, dengan melihat prosesnya
yang tidak dilakukan secara menyeluruh, sulit untuk memastikan pada
tahapan yang belum dilakukan, apakah tahapan tersebut memang telah
bebas dari adanya tindakan penyelewengan. Oleh karena itu, berdasarkan
perolehan data dan pembahasan diatas, dapat dianalisis bahwa tahap
pelaksanaan probity audit belum dilaksanakan secara optimal sehingga
pelaksanaannya dinilai belum efektif.

Tahap Pelaporan Probity Audit Pengadaan Barang/Jasa Inspektorat
Kota Tangerang Selatan

Ketentuan Perka BPKP Nomor PER-362/K/D4/2012 menyebutkan bahwa
output yang diharapkan dari pelaksanaan probity audit pengadaan
barang/jasa adalah Laporan Hasil Probity Audit (LHA) Pengadaan yang
menyajikan informasi mengenai simpulan dan pendapat berdasarkan hasil
pengujian dan penilaian yang dilaksanakan atas proses pengadaan
barang/jasa yang diaudit, dikaitkan dengan prinsip-prinsip efisien, efektif,
arbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel
sebagaimana sesuai pula dengan prinsip-prinsip yang ingin dicapai dalam
Peraturan Presiden.

Berdasarkan telaah terhadap dokumen Hasil Rapat Probity Audit yang
diperoleh peneliti dilapangan, laporan tersebut berisi tentang rincian
kegiatan proses pengadaan mulai dari penyusunan hasil perhitungan sendiri
(HPS), jadwal pelaksanaan proses pengadaan, proses dan teknis pekerjaan
dilapangan, dan temuan serta rekomendasi dari tim probity audit. Untuk
setiap rekomendasi dari temuan yang disampaikan oleh tim probity audit
kepada pihak auditee, sifatnya berupa rekomendasi langsung pada masing-
masing tahapan dan harus segera ditindaklanjuti. Hal ini berkenaan dengan
kelanjutan dari paket pekerjaan yang harus dilakukan sesuai dengan kontrak
kerja pelaksanaan dari paket pekerjaan tersebut. Selanjutnya, laporan
tersebut disampaikan kepada pihak-pihak pengambil keputusan, baik itu
pemerintah daerah atau instansi-instansi terkait dalam rangka perbaikan
terhadap proses pengadaan barang/jasa selanjutnya. Hal ini sesuai penuturan
informan:

“Laporannya itu karna tembusannya itu untuk Walikota jadi kita
ngelapornya ke ibu wali tembusannya ke OPD tersebut itu kan
sifatnya rahasia. laporan hasil audit itu hanya berupa rekomendasi
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misalnya pengembalian kepada negara/kas daerah, atau masalah
administrast, "A4

Dengan melihat substansi laporan hasil audit berdasarkan Perka BPKP
Nomor PER- 362/K/D4/2012 yang memuat tentang dasar audit, tujuan audit,
ruang lingkup audit dan simpulan hasil audit disesuaikan dengan data
pelaksanaan yang tertuang dalam dokumen hasil rapat probity audit yang
dilakukan oleh Inspektorat Kota Tangerang Selatan dapat dianalisis bahwa
tahap pelaporan tersebut telah efektif dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur
yang telah ditetapkan yaitu sesuai dengan Perka BPKP Nomor PER-
362/K/D4/2012.

Deteksi Risiko Kecurangan Pengadaan Barang dan Jasa Melalui
Probity Audit

- Probity audit pada pelaksanaannya oleh Inspektorat Kota Tangerang Selatan
dianggap sebagai suatu proses pendampingan, pengawalan dan dijadikan
sebagai early warning system untuk mendeteksi terjadinya fraud. Hal ini
tercermin pada beberapa tahapan yang dilakukan oleh tim probity, misalnya
untuk tahapan persiapan pemilihan penyedia barang/jasa. Pada proses ini,
sesuai dengan tuntunan BPKP Nomor PER-362/K/D4/2012 tim probity audit
Inspektorat Kota Tangerang Selatan dapat mencegah dan mendeteksi
kecurangan dalam hal mark-up harga satuan dan penelusuran terhadap kertas
kerja perhitungan volume. Hal ini sebagaimana pada saat pelaksanaannya
terjadi ketidaksesuaian antara harga satuan yang dilampirkan konsultan
pengawas dalam dokumen perencanaan dan faktanya dilapangan.

Pada tahap pemilihan penyedia, pedoman BPKP Nomor PER-
362/K/D4/2012 sesuai dengan fungsinya sebagai pengawalan yang harus
mampu memberikan keyakinan bahwa dalam proses pemilihan penyedia
tidak ada proses kongkalikong, bahwa baik kualifikasi penyedia maupun
Pokja dilakukan sesuai dengan prosedur. Hal ini juga sesuai dengan Peraturan
Presiden 54 Tahun 2010 Pasal 83 Ayat 1 Huruf (e) sebagaimana perubahannya
melalui Peraturan Presiden 4 Tahun 2015, Kelompok Kerja ULP menyatakan
bahwa “Pelelangan/Pemilihan Umum Langsung dianggap gagal apabila
dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak
sehat”. Tim probity audit Inspektorat Kota Tangerang Selatan pada tahapan
ini melakukan pengawasan terhadap adanya indikasi persekongkolan yang
terjadi. Hal ini tercermin dari upaya tim probity dalam melakukan pengujian
dokumen terhadap IP address dari peserta lelang. Tidak hanya itu, tim probity
juga melakukan penelusuran terhadap Bank penjamin serta nomor urut
jaminan yang digunakan oleh peserta lelang dengan memanfaatkan user ID
yang telah disediakan.

Selanjutnya, ditahap penandatanganan dan pelaksanaan kontrak
pekerjaan konstruksi sebagaimana dengan tujuan yang ingin dicapai melalui
pedoman probity audit BPKP Nomor PER- 362/K/D4/2012 yaitu untuk
memastikan bahwa proses penandatangan kontrak pekerjaan dan
pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan kontrak pekerjaan,
memenuhi kuantitas dan kualitas sesuai dengan spesifikasi teknis dan
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gambar, pembayaran pekerjaan sesuai dengan prestasi pekerjaan serta jika
terjadi perubahan pekerjaan, perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan,
penyesuaian harga, keadaan kahar atau pemutusan kontrak telah dilakukan
sesuai dengan ketentuan kontrak. Proses ini dikawal oleh tim probity audit
Inspektorat Kota Tangerang Selatan dengan cara memastikan apakah RAB
atau SPK kontrak yang telah disepakati dilaksanakan secara fisiknya
dilapangan atau tidak, termasuk juga memantau apakah kontraktor dalam
pelaksanaan pembangunan melakukannya sesuai dengan rincian yang
tercantum dalam RAB atau tidak dan juga memantau apakah konsultan
pengawas menjalankan perannya untuk mengawal proses pekerjaan itu dan
membuat laporannya secara rinci dari setiap proses pekerjaan. Laporan ini lah
yang nanti akan membantu probity auditor dalam memastikan pengawasan
yang telah dilakukan konsultan pengawas apakah telah sesuai atau tidak.

Berdasarkan data diatas, peneliti menganalisis bahwa probity audit
pada tahap persiapan pemilihan penyedia, tahap pemilihan penyedia serta
tahap penandatangan dan pelaksanaan kontrak dapat dijadikan sebagai
upaya dalam mencegah dan mendeteksi adanya kecurangan yang terjadi
pada proses pengadaan barang/jasa.

Terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Inspektorat Kota
Tangerang Selatan. Adapun fakto-faktor yang menjadi hambatan
pelaksanaan probity audit, diantaranya:

1. Waktu Pelaksanaan. Mengacu pada aturan yang disyaratkan sesuai
dengan Perka BPKP Nomor PER-362/K/D4/2012 bahwa pelaksanaan
probity audit dilakukan sejak awal tahap perencanaan pengadaan
barang/jasa hingga tahap pemanfaatan. Pelaksanaan probity audit
dengan proses yang panjang dan lama memberikan hambatan tersendiri
dalam pelaksanaannya.

2. Double Job. Pekerjaan probity audit merupakan tugas besar yaitu untuk
mengawal proses pengadaan barang/jasa supaya terhindar dari proses
hukum dikemudian hari. Untuk itu diperlukan pemahaman bahwa
pekerjaan probity auditor buat merupakan pekerjaan sampingan.

3. Keterbatasan SDM. Pelaksanaan probity audit tentu harus didukung
dengan personel yang berkualitas dan mumpuni dibidangnya. Selain itu
juga harus dapat mengimbangi beban kerja yang tidak sedikit.

4. Kendala koordinasi antara Tim, Dinas dan Pokja serta Konsultan
Pengawas. Menurut tim, pekerjaan probity audit memang membutuhkan
komitmen bersama, tidak terbatas pada kepentingan yang ada, tapijuga
turut mengambil peran dalam pelaksanaannya supaya tercipta proses
pengadaan yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

Simpulan

Berdasarkan temuan dan analisis dari pelaksanaan probity audit yang
dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Tangerang Selatan dapat disimpulkan
bahwa pelaksanaan probity audit pengadaan barang/jasa yang dilakukan
oleh Inspektorat Kota Tangerang Selatan telah dilakukan pada tiga tahap
probity audit yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap pelaporan.
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Pelaksanaan probity audit tersebut dinilai belum optimal karena belum
dilaksanakan pada keseluruhan tahapan sehingga hasilnya belum efektif.
Adapun penerapan probity audit dalam pemanfaatannya sebagai metode
pendeteksian dan pencegahan fraud pengadaan barang/jasa tercermin dari
3(tiga) proses dalam tahap pelaksanaan probity audit yaitu proses persiapan
pemilihan penyedia pengadaan barang/jasa, pemilihan penyedia pengadaan
barang/jasa serta penandatangan dan pelaksanaan kontrak pekerjaan
konstruksi. Ketiga proses tersebut disimpulkan dapat mencegah dan
mendeteksi adanya kecurangan yang terjadi pada proses pengadaan
barang/jasa. Oleh sebab itu, berdasarkan hasil penelitian dan simpulan diatas,
adapun saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini yaitu berkaitan
dengan para pihak pembuat kebijakan yaitu pemerintah untuk dapat
menindaklanjuti aturan tentang pelaksanaan probity audit demi perbaikan
sistem pengawasan ke arah yang lebih baik.
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